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BAB  III 
PENUTUP 
A. Simpulan 
 1. Proses pemeriksaan ABH guna memenuhi kepentingan terbaik bagi 
anak ditahap penyidikan Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen, adalah 
sebagai berikut : 
  a. Mulai dari penerimaan Laporan Polisi setiap perkara yang 
berhubungan dengaan ABH dilayani di Ruang Pelayanan 
Khusus (RPK) serta dicatat dalam buku Register tersendiri. 
  b. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh para penyidik yang 
memiliki kompetensi terhadap ABH. 
  c. Sebelum dilakukan Diversi penyidik Unit PPA Polres Sragen 
melakukan gelar perkara. 
  d. Perkara yang menurut hukum tidak dapat di lakukan diversi 
tetap dilakukan upaya restoratif dan dituangkan dalam Surat 
Kesepakatan Bersama dan dilampirkan dalam berkas perkara. 
 2. Hambatan Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen, 
diantaranya : 
  a. Tidak semua ABH memiliki status keluarga yang lengkap dan 
jelas atau  bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tua dan 
keluarganya. 
  b. Belum banyak yang memahami semangat diundangkannya UU 
SPPA, berdampak pada pihak korban yang sering mengajukan 
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   ganti rugi melebihi batas kemampuan keluarga anak sebagai 
pelaku. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai 
berikut : 
 1.  Untuk menyamakan persepsi maka disarankan : 
  a. Latihan terpadu mulai dari Penyidik, Jaksa, Hakim, advokad, 
PK Bapas, LPKS, LPAS dll. 
  b. Membentuk tim terpadu untuk melakukan pembinaan dan 
penyuluhan ke sekolah-sekolah. 
 2. untuk mengatasi hambatan maka dapat disarankan sebagai berikut : 
  a. Perlunya menggandeng pejabat struktural dari seluruh 
komponen yang memiliki kompetensi dibidang ABH. 
  b. Memberdayakan peran pemerintah daerah dan mendorong 
percepatan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan 
untuk penanganan ABH. 
  c. Membangun kedekatan hubungan Personal kepada seluruh 
personil dari lembaga yang memiliki tugas atau peran dalam hal 
penanganan masalah ABH. 
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